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Gagasan Pengadilan

Agraria Mengemuka

Badan Legislasi DPR merasa perlu membentuk pengadilan khusus agraria.
Namun. sebagian Kalangan memandang cukup meningkatkan kompetensi hakim.

JAKARTA, KOMPAS — Gagasan
untuk membentuk pengadilan
khusus agraria mengemuka da-
I pL‘Flilll‘lLl se-
gan Undang-Un-
dang tentang Pengaturan Re-
forma Agraria disahkan men-
jadi usul inisiatif DPR. Keber-
adaan pengadilan agraria itu di-
vakini dapat mengatasi berba-
gl persoalan mendasar sengke -
ta pertanahan, seperti dualisme
peradilan dan kegagalan ekse-
kusi keputusan hukum.

Badan Legislasi (Baleg) DPR
menggelar rapat dengar pen-
dapat umum terkait RUU Peng-
aturan Reforma Agraria, Kamis
(10/9/2026). Rapal itu diadakan
schari setelah RUU Reforma
Agraria  ditetapkan  menjadi
RUU inisiatif DPR. Dalam rapat
itu, Baleg meminta masukan
Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi)
dan Urban Poor Consortium
(UPC).

Ketua Baleg DPR Bob Hasan
vang memimpin rapat menga-
takan, untuk menyelesaikan
konflik agraria struktural dibu-
tuhkan terobosan dalam sistem
peradilan. Karena itulah Baleg
memandang penting pemben-
tukan pengadilan khusus agra-

ria  yang independen demi
menghadirkan  keadilan sub-

stantif bagi masyarakat.

Bob  menjelaskan, gagasan
pengadilan khusus muncul dari
pertimbangan banyaknya kon-
flik agraria yang terjadi. Saat
hersengketa dengan perusaha-
an, masyarakat terkadang tidak
memiliki bukti formal yang me-
madar  /
status
perlu ditelaah lebih jauh untuk

memahami perkara yang se-
dang dihadapi.

Bob  juga mengungkapkan
problem efektivitas sidang la-
pangan untuk  membuktikan
persoalan lahan yang disengke-
takan. Pengukuran di lokasi,
menurut  dia, belum  tentu
mampu memastikan luas atau-
pun batas lahan sebenarnya se-
hingga diperlukan cara khusus
untuk mepangani- pembuktian
dalam konflik agraria.

“Nah, ini, kan, perlu satu hal
khusus, apakah perlu memba-
ngun skema pengadilan agraria
atau pleno kamar dulu meru-
muskan tentang  penanganan
konflik seperti ini, atau bagai-
mana nanti, Ini sementara dari
saya,” kata Boh.

Anggota Baleg DPR, Muham-
mad Khozin, menambahkan,
selama ini masyarakat dihadap-
kan pada dualisme pengadilan
saat akan menyelesaikan seng-
keta agraria. "Ada PN (peng-
adilan negeri) untuk perdata,
PTUN untuk TUN (tata usaha
negara)-nya.” ujarnya.

Selain 1tu, penyelesalan seng-
keta lahan juga sering kali
membutuhkan waktu lama dan
berbelit-belit.  Rata-rata satu
perkara selesai hingga 2, 3, atau
4 tahun.

Khozin juga melihat adanya
kegagalan sistemik akibat ek-
sekusi hukum yang saling me-
ngunei antara putusan PN dan
PTUN. Sering kali PN meme-
nangkan satu pihak secara per-
data, sementara PTUN meme-
nangkan pihak lain secara ad-
munistratit. Akibatnya, proses
pengosongan lahan terhalang
oleh sertifikat, dan pemerintah

menolak melakukan eksekusi
karena ketidakpastian hukum.
"Karena itu. RUU ini nanti-
irus menghadirkan ekse-
wng terintegrasi dalam sa-
tu kamar peradilan, Solusi lain-
nya ‘adalah menghadirkan ha-
kim ad hoe yang memiliki ke-
pakaran (expertise) dan peng-
alaman (experience) khusus di
bidang agraria,” katanyz.

Tidak diperlukan

Menanggapi gagasan itu, Ke-
tua Umum  Pengurus  Pusat
lkahi Yanto mengatakan, struk-
tur pengadilan yang ada saat ini
sudah memiliki kompetensi un-
tuk  masing-masing  dimensi.
Dis berpendapat,  persoalan
yang timbul berasal dari frag-
mentasi proses ketika suatu
perkara memiliki dua dimensi
sekaligus.

Oleh sebab itu, Yanto me-
mandang  pengadilan  khusus
agraria tidak diperlukan. Dia
cenderung melihat penguatan
kompetensi dengan sertifikasi,
sementara penyelesaian konflik
agraria bisa dipercepat melalui
forum non-litigasi  (di  luar
pengadilan).

“Bekerja sama dengan in-
stansi terkait seperti Kemen-
terian ATR (Agraria dan Tata
Ruang) /BPN (Badan Pertanah-
an  Nasional)  dibandingkan
membentuk pengadilan khusus
atau ad hoe yang baru. Kalau
dari kami, tidak perlu, Pak, lebih
condong ke sertifikasi,” kata
Yanto saat Bob kembali me-
nanyakan perlu atau tidaknva
pengadilan khusus agraria.

Menurut Yanto, Mahkamah
Agung (MA) juga telah menem-

puh langkah strategis tersebut
sejak tahun 2024, Pelatihan ser-
tifikasi pertanahan dan tata ru-
ang ini ditujukan bagi hakim
lingkal pertama di lingkungan
peradilan umum dan peradilan
tata usaha negara.

"Program (sertifikasi) perta-
ma kalinya diselenggarakan se-
cara kolaboratif di antara kedua
lembaga tersebut. Dengan de-
mikian, PP Tkahi memandang
pendekatan MA saat ini lebih
cenderung kepada penguatan
kompetensi hakim-hakim yang
sudalvada,” ujarnya.

Kewenangan ganda

Berbeda dengan Yanto, Koor-
dinator Advokasi UPC Guntoro
Gugun Muhammad justru se-
pakat dengan gagasan pemben-
tukan lembaga peradilan khu-
sus-untuk menvelesaikan kon-
flik agraria. Hal ini dikaitkan
dengan perlunya pemisahan ke-
wenangan antara lembaga pe-
laksana reforma agraria dan
lembaga peradilan yang mene-
tapkan penyelesaian konflik

Menurut  Guntore, pena-
nganan seluruh konflik melalui
Badan Reforma Agraria Nasio-
nal (BRAN) berpotensi menim-
bulkan kewenangan ganda
Lembaga yang diusulkan dalam
RUU ini akan menjalankan
fungsi eksekutif sekaligus yu-
dikatif sehingga  diperlukan
pengadilan agraria untuk me-
netapkan penyelesaian konflik
yang diajukan melalui badan
tersebut.

"Kami mengusulkan untuk
exercise adalah BRAN punya
legal standing untuk menjadi
pengaju untuk penetapan. Yang

Khusus

menetapkan tetap pengadilan
agraria,” kata Guntoro.

"Namun, pemohon atau
pengajunya untuk  penelapan
adalah BRAN, Bukan mas
rakat langsung karena beg
masyarakat langsung berhadap-
an dengan negara, berhadapan
dengan  korporasi, jomplang
ini” tambahnya.

Terkait pengawasan, Guntoro
mengusulkan pembentukan fo-
rum masyarakat subyek refor-
ma agraria oleh BRAN agar par-
tisipasi tidak sebatas ketentuan
dari pasal-pasal yang ada. Fo-
rum itu diharapkan menjadi
penghubung dengan badan ter-
scbut dan pemerintah sekaligus
berkoordinasi dalam menjalan-
kan fungsi pengawasan oleh
masyarakat.

Pembahasan RUU Reforma
Agraria telah diusulkan sejak
tahun 2004 atau 22 tahun lalu.
Dorongan agar pemerintah dan
DPR membentuk UL Reforma
Agraria salah satunya muneul
dari Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA). Namun, usulan
itu belum dundahkan oleh
pembentuk undang-undang.

Pada Hari Tani Nasional
2025, KPA dan perwakilan seri-
kat petani kembali membawa
tuntutan pembentukan UL Re-
forma Agraria. DPR dan pe-
merintah akhirnya sepakat un-
tuk memasukkan RUU Refor-
ma Agraria dalam  Prolegnas
Prioritas 2026 pada 24 Agustus
2026. Setelah memhahas ru-
musannya, pada Selasa (8/9),
DPR sepakat untuk mengusul-
kan pembahasan RUU Peng-
aturan Reforma Agraria kepada
Presiden. (RTGY
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